SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU

NOMOR 60 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM
NEGERI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA, KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Menimbang :

DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Peratruan Presiden

Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peratruan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional dan Surat Menteri
Dalam Negeri Nomor 900.1.15.2/ 15920/Keuda
tanggal 19 Oktober 2023 perihal Penjelasan
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan
Dinas Pemerintahan Daerah

. bahwa maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap

Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2020 tentang
tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar
Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara, Kepala Daerah Dan
Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terkahir dengan Peraturan Wali Kota
Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2020
tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi
Aparatur Sipil Negara, Kepala Daerah Dan Wakil
Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun
2020 tentang tentang Pedoman Perjalanan Dinas
Dalam Dan Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara,
Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat...



Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang
Pembentukan  Kotamadya  Daerah = Tingkat 1II
Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3822);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12);

8. Peraturan Presiden...



Menetapkan :

10.

11.

13.

14.

15.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33
Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun
2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016
tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri dan
Pemerintah Daerah,Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah,Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 29);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan
Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota
Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan  Daerah
(Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarbaru Nomor 126);

Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2020
tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi
Aparatur Sipil Negara, Kepala Daerah Dan Wakil
Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota
Banjarbaru Tahun 2020 Nomor 2) sebagaimana telah
diubah beberpa kali terakhir dengan Peraturan Wali
Kota Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun
2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Bagi Aparatur Sipil Negara, Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota
Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 43);

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU TENTANG PERUBAHAN
KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA,
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I...



Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2020
tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara,
Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 Nomor
2) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan:

a.

Peraturan Wali Kota Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara, Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 Nomor 20);

. Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua

Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara, Kepala Daerah
Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 53);

Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara, Kepala Daerah
Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 43);

diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

10.

Daerah adalah Kota Banjarbaru.
Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru.
Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Banjarbaru.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Unsur pembantu walikota dalam pemyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi Kewenangan Daerah.

Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi
negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945
dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut
Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pejabat Daerah yang
diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah
mengucapkan sumpah/ janji berdasarkan ketentuan
perundangundangan.

11. Sekretaris Daerah...



11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Yang berkerja pada instansi Pemerintah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara Yang Selanjutnya disebut Pengawai ASN
adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja ayang diangkat oleh Pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi
tugas dalam suatu jabatan Pemerintahan atau diserahi Tugas Negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara
Indonesia Yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN
secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki
Jabatan Pemerintahan.

Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat
PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu
dalam rangka melaksanakan tugas Pemerintahan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai
Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kota Banjarbaru.

Pihak lain adalah pihak lain diluar Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota
DPRD, Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan untuk melakukan
Perjalanan Dinas untuk kepentingan Negara.

Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan
Dinas adalah perjalanan dinas ke luar tempat kedudukan yang dilakukan
dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.

Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas kota
dan/atau dalam kota dari tempat kedudukannya ke tempat yang dituju,
melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam
negeri.

Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan
fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Dihapus.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA
SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh
pengguna anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah di Indonesia yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan
dengan Peraturan Daerah. Tahun Anggaran APBD meliputi masa satu
tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberi pelimpahan
wewenang oleh Walikota Banjarbaru untuk memberikan izin atas
permohonan perjalanan dinas, menandatangani SPT dan SPD perjalanan
dinas.

Surat Tugas adalah Surat Perintah untuk melaksanakan tugas perjalanan
dinas jabatan baik dalam kota maupun melewati batas kota.

26. Surat Perjalanan...



26.

27.

28.

29.

30.

31.
32.

33.
34.
35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen
yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kepala SKPD dalam rangka
pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri
Sipil Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan dinas.

Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, Pimpinan
dan Anggota DPRD serta pihak lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas.

Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu
(pre-calculated amout) dan dibayarkan sekaligus.

Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran
yang sah.

Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang
dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Tempat kedudukan adalah Lokasi kantor/ satuan kerja.

Tempat Tujuan adalah tempat/ kota yang menjadi tujuan perjalanan
dinas.

Pengumandahan (Detasering) adalah penugasan sementara waktu.
Dihapus

Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran
langsung kepada Bendahara Pengeluaran/ penerima hak lainnya atas
dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya
melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.

Ganti Uang yang selanjutnya disingkat GU adalah tambahan uang
sebagai pengganti uang persediaan yang telah digunakan.

Uang Persediaaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang yang
diberikan kepada SKPD sebagai uang kas yang dikelola oleh bendahara
pengeluaran.

Tambahan Uang yang selanjutnya disingkat TU adalah tambahan uang
untuk mencukupi persediaan uang.

Rekening Kas Umum Daaerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah
rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali
Kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar
seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang telah ditetapkan.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD

Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK
adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau
beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.

Airport tax adalah Pajak yang dibebenakan kepada penumpang pesawat
udara saat menggunakan layanan yang ada di bandara.

Boarding Pass adalah dokumen akses menaiki pesawat yang diberikan
oleh pihak maskapai penerbangan kepada penumpang yang telah
melakukan konfirmasi keberangkatan.

45. Elektronik...



45.

46.

47.

Elektronik Perjadin yang selanjutnya disingkat E-Perjadin adalah sitem
aplikasi informasi perjalanan dinas yang digukan untuk pengajuan
perjalanan dinas dilingkungan Pemerintahan Kota Banjarbaru

Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah standar
atau pedoman yang berisi jenis barang atau jasa dan standar satuan
biaya yang digunakan untuk penyusunan RKA SKPD dalam satu tahun
anggaran di lingkungan Pemerintahan Daerah.

Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji
kepada diri sendiri tentang komitmen menyelenggarakan seluruh tugas,
fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi,
kolusi dan nepotisme.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 7

Pengajuan Perjalanan Dinas bagi Pelaksana SPD dilakukan melalui
aplikasi E-Perjadin.

Pejabat Negara, Pejabat Daerah/Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan
Pihak Lain dalam melaksanakan perjalanan dinas, harus diberikan Surat
Tugas untuk melaksanakan perintah perjalanan dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah ditandatangani oleh
Kepala Daerah;

b. Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;

c. Pejabat Eselon III ke bawah atau yang disetarakan dan Pihak Lain
ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Surat Perjalanan Dinas (SPD) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh
Pengguna Anggaran.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Komponen biaya perjalanan dinas jabatan terdiri atas:

oo

(1)

uang harian;

biaya transportasi;

biaya penginapan; dan

uang representasi perjalanan dinas.

Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Komponen biaya perjalanan dinas Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN
dan Pihak Lain berpedoman pada Peraturan Wali Kota tentang Standar
Harga Satuan dengan ketentuan:

a. tingkat biaya perjalanan dinas pimpinan DPRD disetarakan dengan
biaya perjalanan dinas Kepala Daerah/pejabat Eselon I;

b. tingkat...



b. tingkat biaya perjalanan dinas anggota DPRD disetarakan dengan

pejabat Eselon II.

(2) pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Wali Kota/Wakil Wali
Kota, ASN dan Pihak Lain dilakukan secara at cost (biaya riil).

(3) pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota
DPRD secara lumpsum untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas
dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali
Kota tentang Standar Harga Satuan dengan memperhatikan prinsip
efisiensi, efektivitas, kepatuhan, kewajaran dan akuntabilitas.

(4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan
berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan komponen biaya perjalanan dinas dibayarkan sesuai
dengan ketentuan:

a.

uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas
tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota tentang
Standar Harga Satuan;

biaya transportasi pegawai dibayarkan sesuai dengan biaya riil
berdasarkan fasilitas transportasi sebagaim ana diatur dalam
Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan;

biaya taksi perjalanan dinas sesuai dengan biaya riil, dalam hal biaya
taksi perjalanan dinas m elebihi standar biaya taksi perjalanan dinas,
dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran
riil (pertanggungjawaban secara atcost).

biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan
berpedoman pada Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan,
dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan,
diberikan biaya penginapan secara lumpsum setinggi-tingginya
sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat
tujuan

uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas
tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota tentang
standar harga satuan; dan

sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan
berpedoman pada Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan.

6. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana
perjalanan dinas melebihi atau kurang dari biaya perjalanan dinas yang
seharusnya dipertanggungjawabkan wajib disetor/dibayarkan dengan
ketentuan:

a. kelebihan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui mekanisme
UP/GU, disetorkan ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu;

b. kelebihan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui LS disetorkan
ke RKUD m elalui Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu; dan

c. dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui UP/GU dan LS
kurang dari yang seharusnya, dapat dim intakan kekurangannya oleh
pelaksana perjalanan dinas.

7. Pasal 20 dihapus.

8. Ketentuan Pasal...



8. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 21

Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya
pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan, dengan
melampirkan:

a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Peijalanan Dinas dari pejabat yang
menandatangani Surat Tugas;

b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pem batalan Perjalanan Dinas; dan

c. Pernyataan/Tanda Bukti Besaran Pengembalian Biaya Transportasi dari
perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh
Pengguna Anggaran

9. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 22

(1) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas Paling sedikit
melampirkan:

a. Surat Tugas yang sah;

b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan pejabat
di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang
menjadi tem pat tujuan perjalanan dinas;

c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti
pembayaran moda transportasi lainnya;

d. Daftar Pengeluaran Ruiil;

e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota
berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan
oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan
kendaraan;

f. bukti pembayaran hotel atau tem pat m enginap lainnya; dan

g. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan m elampirkan
dokumentasi/foto kegiatan.

(2) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan/hotel
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, huruf e, dan huruf f tidak
diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dapat
menggunakan Daftar Pengeluaran Riil.

(3) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan

Anggota DPRD sekurang-kurangnya melampirkan:

a. Surat Tugas yang sah;

b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan pejabat
di tem pat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang m
enjadi tem pat tujuan perjalanan dinas;

c. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas lumpsum
Besaran lumpsum dihitung wuntuk seluruh komponen biaya
perjalanan dinas berdasarkan peraturan kepala daerah tentang
standar harga satuan yang dibayarkan oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan
dan Anggota DPRD;

d. Pakta Integritas Hal ini merupakan pernyataan tentang komitmen
untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas
sesuai Surat Tugas; dan

e. laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana
perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/fotokegiatan.

(4) Format...



(4) Format SPD, Kuitansi dan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b, huruf ¢ dan huruf d sebagaimana tercantum dalam
lampiran Peraturan Wali Kota ini.

10. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 7 November 2023

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 7 November 2023
SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH
BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2023 NOMOR 60

Lampiran...



LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 60 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA, KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH, PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

LOGO KOP NASKAH DINAS
DAERAH PERANGKAT DAERAH
Lembar ke :......c.c.cocoiiiiiiin.
Kode No L e
Nomor R
SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)
1 | Pengguna Anggaran
2 | Nama/NIP Pegawai yang
melaksanakan perjalanan dinas
3 | a. Pangkat dan Golongan a.
b. Jabatan/Instansi b.
c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas |cC.
4 | Maksud Perjalanan Dinas
S | Alat angkut yang dipergunakan
6 | a. Tempat berangkat a.
b. Tempat Tujuan b.
7 | a. Lamanya Perjalanan Dinas a.
b. Tanggal berangkat b.
c. Tanggal harus kembali/tiba di | .
tempat baru *)
8 | Pengikut: Nama Tanggal Lahir Keterangan
1.
2.
3. dst.
9 | Pembebanan Anggaran
a. Instansi a.
b. Kode Rekening b.
10 | Keterangan lain - lain

Pengguna Anggaran,

Nama
Pangkat/Gol.
NIP




Berangkat dari
(Tempat Kedudukan)
Ke

Pada Tanggal

............

Kepala....
Selaku Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan

NIP
II. Tibadi ... Berangkat dari @~ ...
Pada Tanggal ... Ke
Kepala ... Pada Tanggal . ...
Kepala
(coereereeneee e, (ceeereee e )
NIP NIP
II. Tibadi ... Berangkat dari ...
Pada Tanggal ... Ke
Kepala ... Pada Tanggal .. ...
Kepala
(e, (ceeneeeerreen )
NIP NIP
Iv. Tibadi ... Berangkat dari ...
Pada Tanggal ... Ke
Kepala ... Pada Tanggal . ...
Kepala
(e, (ceeereeeireeenn )
NIP NIP
V. Tibadi .. Telah diperiksa, dengan
Pada Tanggal ... ... keterangan bahwa perjalanan
Kepala ... tersebut diatas benar dilakukan
atas perintahnya dan semata-
mata untuk kepentingan
(oo, jabatan dalam waktu yang
NIP sesingkat-singkatnya.
VI Catatan Lain-Lain

PERHATIAN :

Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan

perjalanan dinas,
berangkat/tiba,

para

pejabat
serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab

yang mengesahkan tanggal

berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara
menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.

Pengguna Anggaran,

Nama
Pangkat/Gol.
NIP




LOGO KOP NASKAH DINAS
DAERAH PERANGKAT DAERAH

PAKTA INTEGRITAS

PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA BANJRBARU

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :

Tempat, tanggal lahir

NIK

Jabatan

Alamat

Dengan ini menyatakan:

1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat

Tugas nomor ............... tanggal ...l dalam rangka melaksanakan
RO GIALATL. .t e e
ke......... .dari tanggal...... S v

2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas
kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas
kepada Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah
perjalanan dinas dilaksanakan.

3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya
perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya
melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa
paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau
penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

.................. reeeeeeereeenien 20

Pelaksana Perjalanan Dinas,

Meterai
Rp.10.000




LOGO KOP NASKAH DINAS
DAERAH PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran

KUITANSI
Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran
Sebesar : Rp. ......
Terbilang e,
Rupiah
Untuk pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan
Kegiatan.........cooovviviiiiiiiiiinn,
dengan rincian:
1. uang harian : Rp......
2. uang transportasi : Rp......
3. biaya penginapan : Rp.....
4. uang representasi perjalanan dinas : Rp......
S. biaya taksi :Rp. .....
.................. peeeeereeieeennn 200
Penerima,
Meterai
Rp.10.000 ttd
Menyetujui Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengguna Anggaran Pengeluaran Pembantu
NIP NIP

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN
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